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ABSTRAKSI 

SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA PPPHP I P3HP 

( PERTOLONGAN PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA 

PENINGGALAN }YANG DIKELUARKAN 

PENGADILAN AGAMA 

OLEH: 

SUE DI 
97 840 0085 

Bagi umat Islam merupakan kewajiban untuk mempelajari hukum 

Fara1dh. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar umat Islam ( khususnya 

dalam keluarga ) tidak terjadi perselisihan disebabkan masalah pembagian 

harta peninggalan yang terkadang akan melahirkan perpecahan I keretakan 

dalam hubungan keluarga. 

Kewajiban tersebut dapat kita jumpa1 dalam Hadist Rasullullah SAW 

yang diriwayatkan oleh Ahmad, An Nasai dan Ad Duruquthny yang 

bunyinya sebagai berikut : 

Pelajariiah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah 

ilmu Faraidh serta ajarkantah kepada orang-orang karena saya adalah 

orang yang bakal mati, sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir saja dua 

orang yang bertengkar tentang pembagian harts Pusaka, maka mereka 
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Berdua tidak menemukaJI seorang pun yang sanggup memfatwakannya 

kepada mereka. 

Dari ayat ter&ebul di atas dapat d1simputkan bahwa mempela1ari ilmu 

hukum waris bagi kaum mustimin wajib. 

Hukum waris Islam mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan 

dengan hukum waris tainnya. Sebab sudah jetas hukum waris tstam 

tersebut telah disyariatkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, bahkan 

merupakan hal wajib dit:lksanakan. Apalagi peran pengadilan agama yang 

telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 

Tahun 1970, sebagai pengadilan yang berdiri send1ri. dan mempunyai 

kewenangan penuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan 

bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Kekuasaan dan kedudukan 

Pengadilan Agama mulai terlihat sejak dikeluarkannya Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989 melatui Lembaran Negara Tahun 1989 No. 99. 

Khusus mengenal pembagtan harta pentnggalan atau harta warisan 

yang berwenang adalah pengadilan agama. Oalam menetapkan bagian 

masing-masing ahli wans, Ketua Pengaditan Agama akan membuat suatu 

akta. Akta tersebut dinamakan akta PPPHP I P3HP ( Pertotongan 

Penyelesaian Pembagian Harta Peninggalan ), yang isinya mengatuur dan 

menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan. 

Yang mana nantinya akta ini akan menjadi patokan bagi para ahli waris 

untuk membagi-bagi harta peninggalan tersebut. 

. - ·-
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Tujuan dari pembuatan akta PPPHP f P3HP m1 supaya para ahh 

waris menyadari bagiannya masing-masing. 

Dengan demikian perselisihan dan persengketaan anlara para ahli waris 

akan dapat dihindan dengan sendirinya. Penyelesalan pembagian harta 

peninggalan melalul akta PPPHP I P3HP ini akan memberikan suatu 

kedamaian bagi para ahli warisnya, karena dalam akta PPPHP IP3HP ini 

tidak ada perltosaan hak antara para ahli waris yang satu dengan yang 

lainnya. 

Akta PPPHP I P3HP yang dikeluarkan pengad1lan agama melalui 

Hakim I Ketua pengadilan agama ini merupakan suatu akta otentik 

walaupun salah satu pihak ahll waris membangkang terhadap isi akta 

terse but. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Delam hukum waris berlaku suatu ezas, bahwa seorang meninggal 

dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih pada sekalian 

ahli warisnya, arah tersebut tercentum dalam suatu pepatah Perancis yang 

berbunyi : 'Lemort siasit de vif". Sedeng pengoperan segala hak dan 

kewajiban si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan "saisme" 1 

Dengan meninggalnya seseorang itu maka harta peninggalannya itu 

akan dibagi-bagikan oleh ahii warisnya Dalam hal kasus mengenai 

pembagian harta peninggalan ini sering kita jumpai peda akhirnye menjad1 

konfiik den tidak jerang pula sering terjadi suetu peristiwa yang 

mengakibatkan kerugian antara para ahli warisnya sendiri. Peristiwa 

semacam lnl harusnya tidak perlu terjad1 khususnya bagi ummat Islam 

karena dalam firman Allah SWT telah menetapkan mengenai pembaigan 

harta peninggalan I warisan yaitu pada surat An-Nisa : 1 1  

"Allah telah menetapkan pembagian harta pusaka terhadap anak 
kamu, hendaklah untuk seorang anak laki-laki sebanyak 2 orang 
anek perempuen". Islam memberi pembagian pada laki-laki dua kali 
lipat dari bagien perempuen, sehingga perempuan selalu diliputi 
rezeki den perlindungan laki-laki, dengan demikian perempuen lebih 
banyak mengenyem kesenangen den kenikmatan dibandingkan 
dengen leki-leki. Dia mendapat warisan dengen tidak mempunyai 
beban tanggung jawab deri apa yang diperolehnya. Dia dibebaskan 
dari tuntutan memberi nefkah, sedangkan laki-laki dituntut untuk 
memberi nafkah dan memenuhi segala kebutuhan hidup seluruh 
anggota keluargnya. 2 

1 Prof. R. Subekti, Sll. Pokok-pokok Uukum l'udata. Ceukan XVU 1983 hol 96. 
2 Pahing Sembiriag, 5_11. Hukum Islam II Bidang llukum Warls blam ( Faraidl ). 

Cetakan kc 9 fcbruari 1999. bal 38 
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Untuk mengantis1pas1 penstiwa yang bisa mengak1batkan kerugian 

bagi para ahliwaris khususnya umat Islam maka d1tuntut peran serta 

pengadilan agama dalam menyelesaikan dan memutusksn sengkets­

sengkets yang timbul dalam pembsgian harta peninggalsn. 

Kekuasasn dan wewenang pengadilan agama dalam hal 

penyelesaian pembagisn harts peninggslan tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, pasal 49 (3) 

yang isinya adalah sebagai berikut : 

"Bidang kewarisan sebaga1msna yang dimaksud dalam syst ( 1) huruf 
b sdalah penentuan siapa-siapa yang menjad1 Ahli Waris, penentusn 
bagisn masing-masing shli wsris, dsn melaksanaksn pembsgian 
harta peninggalan tersebut di luar sengketa. 

Namun tldak semua masalah pembagian harts warisan 

mengakibatkan terjadl suatu sengketa akan tetapi ada juga yang tidak 

menimbulkan sengketa, dan mereka ini akan meminta jasa pengadilan 

agama untuk menyelesaikan pembagisn harta peninggalan tersebut diluar 

sengketa. 

Karena pembagian harta peninggalan ini diselesa1kan d1 luar sengketa 

maka penyelesaianpun diselesaikan di ruang kerja ketua pengadilan sgama 

setempat setelah para ahli waris menyadari dan menyetujul cars 

pembagian harts peninggalan ini maka kemudian ditanda tangani oleh 

ketua pengadilan agama dan panitera serta mereka yang menghadap ahli 

waris maka lahirlah suatu akta yang mengatur dan menetapkan bagian 

masing-masing para ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut. 
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